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ABSTRAK

Dezalinda, Sophi, 2024. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan
Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via
Website (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2021)”.
Skripsi Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri
Padang. Pembimbing Mayar Afriyenti, S.E., M. Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan data aktual mengenai
dampak pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kompleksitas pemerintahan
terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website di Indonesia.
Berdasarkan aksesibilitas perolehan informasi keuangan daerah dengan observasi
penelitian selama tiga tahun, penelitian ini melihat transparansi informasi keuangan
pada website pemerintah di 34 provinsi di Indonesia. Analisis regresi linier berganda
digunakan untuk menguji penelitian ini.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara
signifikan meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah via website.
Namun, untuk variabel belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan tidak memiliki
pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website. Hasil ini
mendukung teori sinyal yang menyatakan bahwa tingginya pendapatan asli daerah
menandakan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan kewajibannya kepada
masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk
menetapkan peraturan internal maupun eksternal, untuk meningkatkan transparansi

data keuangan di website pemerintah daerah ke depannya.

Kata Kunci: Transparansi, Pendapatan Asli Derah, Belanja Daerah,

Kompleksitas Pemerintahan
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Isu kunci dalam pemerintahan yang demokratis adalah transparansi.
Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk pemerintahan yang demokratis
guna mendorong transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi
tentang anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat penting
dalam rangka fungsi pengawasan, pencegahan tindakan korupsi dan
penyalahgunaan sumber daya publik yang akan menimbulkan gangguan.

Berkurangnya minat dalam urusan kehidupan politik dan administrasi
berakar pada warga di Portugis yang merasa jauh dan sering dikucilkan dari
proses, dengan pembuatan kebijakan dikompromikan oleh kabut transparansi
yang rendah, maladministrasi atau korupsi. Hal ini menimbulkan
ketidakpercayaan warga terhadap lembaga pemerintah, menjadi tidak mau
menerima tindakan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan kepentingan dan
kebutuhan nyata masyarakat. Hal serupa juga ditekankan oleh Piotrowski dan
Bertelli (2010) dalam Krah et a/ (2020), dengan alasan bahwa warga sering
mengaitkan masalah politik dan administrasi dengan kerahasiaan dan
ketidakjelasan. Ini yang menyebabkan pentingnya transparansi pemerintah
untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses jalannya
pemerintahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat standar akuntansi dan badan

profesional telah mengeluarkan rekomendasi yang bertujuan untuk



meningkatkan transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan yang disediakan
oleh entitas pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaporan keuangan sebagai
akuntabilitas dan transparansi publik menjadi penting.

Transparansi disikapi di Indonesia pada awal era reformasi tahun 1998
akibat skeptisisme publik terhadap pemerintah. Kemerosotan ekonomi di
Indonesia yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi saat ini
meningkatkan tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang baik,
khususnya dalam berbagi informasi pemerintah. Meningkatnya keinginan
publik terhadap transparansi menjadikan semakin besar pula tantangan yang
dihadapi pemerintah dalam pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya
daerah.

Setelah reformasi ini, Indonesia menerapkan strategi otonomi daerah
yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan
pemerintahannya sendiri, termasuk kepentingan penduduknya sendiri sesuai
dengan Undang-undang yang ada. Peraturan ini tertuang dalam UU
Pemerintahan Daerah RI No. 23 Tahun 2014. Pentingnya transparansi bagi
publik, termasuk keuangan dan informasi lainnya, sangat penting dalam
pengaturan otonomi daerah di Indonesia (Adiputra, Utama, & Rossieta,
2018).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi di Indonesia,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menyatakan bahwa semua

badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib mempublikasikan informasi



publik atas setiap kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat luas secara
teratur dan akurat, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemerintah wajib menyampaikan
informasi kepada publik dalam format yang mudah diakses dan dalam bahasa
yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Menyusul terbitnya peraturan tersebut, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) mengeluarkan Instruksi No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang
Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TPAD).
Pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
ini untuk membuat menu konten atau portal dengan istilah TPAD pada
website resmi daerah masing-masing. Mendukung pelaksanaan transparansi,
sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun
2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Regulasi yang
ada dapat mengindikasikan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk
menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Seiring dengan kemajuan teknologi internet, website dapat
dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi yang paling strategis
kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengelolaan yang transparan.
Berdasarkan World Bank (2003) dalam Mya dan Komarrudin (2014), diyakini
bahwa mempublikasikan data keuangan secara online akan meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi sekaligus menurunkan asimetri informasi

antara publik dan pemerintah.



Menurut Styles & Tennyson (2007), internet diartikan sebagai media
yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan menjadi sasaran hemat
biaya bagi pemerintah dalam menyebarluaskan informasi baik keuangan
maupun non-keuangan pemerintah dalam bentuk pelaporan online. Puspita
dan Martani (2012) menekankan perlu adanya transparansi kinerja keuangan
melalui website. Karena biaya penggunaan teknologi relatif murah dan
mudah dalm menjalankan kegiatan entitas ekonomi jika dibandingkan secara
konvensional dan manual.

Publik dapat mengetahui potensi daerah dan informai mengenai
kegiatan pemerintahan serta informasi keuangan melalui website pemerintah
yang merupakan bentuk penerapan e-government. Website dapat diakses oleh
siapa pun, hal ini menunjukkan adanya bentuk transparansi. Penggunaan
website oleh pemerintah mulai dilakukan di Indonesia, hal ini ditandai dengan
terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 serta diperjelas dengan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Sejak saat itu, hampir seluruh
pemerintah di Indonesia sudah memiliki website resmi, namun belum
memanfaatkan secara maksimal. Pemerintah daerah sebaiknya lebih
memberikan perhatian terhadap laman website resmi agar pengungkapan
informasi baik keuangan maupun non-keuangan dapat diakses secara tepat
dan akurat oleh masyarakat sehingga pemanfaatan e-government dapat
optimal dilakukan.

Di Indonesia, transparansi melalui website sudah dilakukan. Sejauh ini

masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia sudah memiliki website



resmi. Namun, pemanfaatannya oleh pemerintah belum maksimal. Hal ini
dapat dilihat dari data hasil survey yang didapatkan dihalaman layanan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada
tahun 2020 mengenai penggunaan portal website yang digunakan seluruh
pemerintah di Indonesia sebagai perwujudan e-government. Indonesia meraih
peringkat 88 dari 193 negara dalam penggunaan portal resmi pemerintah dan
menduduki peringkat 57 peraih partisipasi masyarakat terhadap kebutuhan
akan informasi publik. Direktorat Jenderal Bina Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri melakukan observasi pencapaian target Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 2015 tentang pelaksanaan peningkatan Transparasi
Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan mendapati hasil masih terdapat
daerah provinsi dengan tingkat capaian 0% (Dewi, viona 2019).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui transparansi
informasi  keuangan pemerintah melalui situs pemerintah daerah.
Transparansi informasi keuangan daerah mengacu pada tingkat keterbukaan
dan keterjangkauan informasi terkait keuangan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan
daerah dapat mencakup: (1) peraturan dan kebijakan, (2) sistem pelaporan
keuangan, (3) akuntabilitas dan pengawasan, (4) budaya transparansi, (5)
literasi keuangan masyarakat, dan (6) penggunaan teknologi informasi.

Penelitian yang meneliti transparansi informasi keuangan daerah
melalui situs pemerintah seperti penelitian Verawaty (2017) dengan judul

determinan transparansi informasi keuangan daerah melalui e-government



pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah.

Penelitian Saputri dan Yuliantoro (2019) dengan judul analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via
website  menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah via website. .

Penelitian Medina (2012) dengan judul faktor-faktor yang
mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi daerah di
Indonesia menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah memiliki pengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Pengungkapan informasi
daerah di internet adalah informasi yang tidak ditutupi baik dalam bentuk
laporan keuangan, informasi non-keuangan maupun informasi lainnya yang
dibutuhkan publik mengenai hasil aktivitas pemerintah.

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan diperoleh oleh daerah yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan daerah, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
pemerintah daerah. Kinerja daerah dalam menghasilkan uang sendiri
ditampilkan oleh PAD. Informasi lebih lanjut dengan dukungan kuat akan
diberikan oleh pemerintah yang layak. Hasil penelitian Medina (2012) dan
Verawaty (2017) menunjukkan bahwa pendapatan asli daecrah memiliki
pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada website

pemerintah daerah.



Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, seluruh kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang kekayaan bersih selama periode yang bersangkutan
merupakan belanja daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat keterbukaan informasi
pelayanan publik Pemerintah Daerah meningkat secara proporsional dengan
belanja daerah. Hal ini selaras dengan pernyataan Christiaens (1999) dalam
Fawziah dan Fefri (2020) bahwa kinerja tinggi menunjukkan manajemen
publik yang efektif. Hasil penelitian oleh Kadek dkk (2015) menyatakan
bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan
keuangan pemerintahan.

Menurut Ingram (1984) dalam Ningsih RF (2018) variabel
kompleksitas pemerintahan (yang diproksikan dengan populasi penduduk)
memotivasi pemerintah kota untuk meningkatkan pengungkapan dalam
rekening keuangan. Besarnya permintaan informasi pelayanan publik di
setiap daerah tercermin dari jumlah penduduk. Penelitian Guillamon et al
(2011) bahwa variabel populasi penduduk memiliki pengaruh signifikan
terhadap transparansi informasi keuangan.

Seiring dengan penggunaan teknologi informasi pada saat ini sudah
sangat pesat yaitu internet, peneliti belum melihat pemerintah
memaksimalkan peran internet dalam pengungkapan informasi keuangan
pada website resminya. Peneliti ingin menguji kembali secara empiris pada
variabel pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas

pemerintahan sebagai variabel bebas, dalam mempengaruhi transparansi



informasi keuangan daerah via website. Penelitian ini dilakukan pada website
resmi pemerintah provinsi di Indonesia dengan meneliti informasi keuangan
tahun 2019-2021.

Peneliti mengambil objek tersebut karena pemerintah masih kurang
memperhatikan website resminya atau belum memaksimalkan pemanfaatan
website, hanya sekedar memenuhi kewajiban mempunyai website yang mana
informasi yang disajikan masih terlihat memilih-milih informasi yang ingin
diungkapkan yakni informasi yang dianggap aman untuk disajikan. Selain itu,
dalam laporan lembaga transparency international (TI) merilis data indeks
persepsi korupsi 2021 untuk IPK Indonesia tercatat 1 poin menjadi 38 dari
skala 0-100 pada 2021. Transparency International melibatkan 180 negara
dalam survei IPK-nya. Skor 0 artinya tersebut sangat korupsi, sebaliknya skor
100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Hal ini terihat bahwa
Indonesia belum cukup bersih dari tindakan korupsi, sehingga transparansi
informasi pemerintah penting untuk dikaji kembali dengan menguji faktor
yang terindikasi memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi
pemerintah provinsi di Indonesia.

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian yang dilakukan oleh
(Fawziah & Fefri, 2020) dan (Dewi, 2019). Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah populasi dan tahun pengamatan
penelitian yang digunakan untuk menguji transparansi dengan berfokus pada
kemudahan dalam mendapatkan informasi keuangan untuk melihat sejauh

mana pemerintah provinsi bersikap transparan atas informasi-informasi



keuangan yang dipublikasikan via website. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja
daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi
keuangan daerah via website.

Berdasarkan uraian diatas dan dengan adanya ketidakkonsistenan
penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan
kompleksitas pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi
Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi

Di Indonesia Tahun 2019-2021)”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap transparansi
informasi keuangan daerah via website?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi
keuangan daerah via website?
3. Apakah kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap transparansi
informasi keuangan daerah via website?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian adalah membuktikan secara empiris efektivitas pengaruh
berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:
1. Pendapatan asli daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah
via website.
2. Belanja daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah via
website.
3. Kompleksitas pemerintah terhadap transparansi informasi keuangan daerah
via website.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai
pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas

pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan via website.
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. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Sebagai sarana memperluas wawasan dan menambah pengetahuan
terkait transparansi informasi keuangan daerah di Indonesia.

b. Diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi tambahan untuk
penelitian lebih lanjut, terutama bagi yang memantau transparansi
laporan keuangan daerah.

. Bagi Akademisi

Untuk memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan

memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan ke depannya khusus

terhadap ilmu akuntansi.

. Bagi Praktisi

a. Memberikan analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
transparansi laporan keuangan daerah.

b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan

transparansi laporan keuangan.



